
K E T U A  P E N G A D IL A N  N E G E R I B U N T O K  K E L A S  I!

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II 
N om or : W .1 6 -U 6 / ^  /O T .0 /1 /2 0 2 0

TENTANG
PENETAPAN YEL-YEL AKREDITASI DAN ZONA INTEGRITAS 

PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II 
TAHUN 2 0 2 0

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

M enimbang

Mengingat

: Bahwa dalam rangka m em berikan m otivasi dan sem angat bagi seluruh
A paratur Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam  m em pertahankan 
Akreditasi dan dalam  rangka percepatan pelaksanaan Pem bangunan Zona 
Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan W ilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang  M ahkamah Agung 
sebagaim ana telah diubah dan ditam bah dengan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2004 terakh ir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ten tang  
M ahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ten tang  Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nom or 2 Tahun 1986 ten tang  Peradilan Umum 

sebagaim ana telah diubah dan ditam bah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 ten tang  Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan D irektur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 

1639/DJU/SK/OTOl.1 /9 /2 0 1 5 , tentang penilaian dan Penjam inan Mutu 
pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

6. Surat D irektur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana selaku Ketua TAPM 
Badilum, Nom or 116/DJU.3/OT.01.3 /8 /2 0 1 6 , Tanggal 24 Agustus 2016, 
Tentang Persyaratan  un tuk  Akreditasi oleh TAPM Badan Peradilan Umum;

7. Manual Mutu Sistem M anajemen Mutu Tim Akreditasi Penjam inan Mutu 
(TAPM) Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

8. Peraturan M enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 Tentang Perubuhan Keputusan M enteri 
Pendayagunaan A paratur dan Reformasi Birokrasi Nom or 94 Tahun 2005 
ten tang  Pedom an Umum Koordinasi, M onitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 ten tang  percepatan pem berantasan 
korupsi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG
PENETAPAN YEL-YEL AKREDITASI DAN ZONA INTEGRITAS PADA 
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA : Yel-Yel Akreditasi d a n  Zona In te g r ita s  pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas
II Tahun 2020 adalah:

1. MAHKAMAH AGUNG..........MAJU!

2. BADILUM..........SUKSES!

3. TAPM ....



f 1

KEDUA

K E T U A  P E N G A D IL A N  N E G E R I B U N T O K  K E L A S  II

- 2 -

3. TAPM......... BERMUTU!

4. ZONA INTEGRITAS (Z I) ..........LUAR BIASA!

5. PN BUNTOK KELAS 11..........BA1K, BA1K, BA1K.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila di kem udian hari te rd ap a t kekeliruan akan diadakan perbaikan 
seperlunya.


